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Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis 
uraikan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan 
dalam kaitannya dengan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah 
atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 
Wirogunan Yogyakarta secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditunjang 
dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 
1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya 
Narapidana, bahwa setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan 
upah atau premi dengan jumlah yang sudah ditentukan, namun untuk 
pelaksanaan pemberian upah kepada narapidana tidak diberikan setiap hari 
kerja, akan tetapi pemberian upah ini dilakukan ketika hasil produksinya 
telah terjual. 
2. Kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak narapidana 
mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga 






a. Kendala dalam hal proses atau pelaksanaan program pembinaan 
narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan untuk 
mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama 
di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta: 
a) Adanya tindakan narapidana yang melanggar disiplin atau tata 
tertib dan harus disel sehingga menghambat narapidana tersebut 
guna mengikuti program pembinaan pelatihan kerja dan 
keterampilan untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan 
yang dilakukan selama di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan 
Yogyakarta. 
b) Kurangnya kesadaran, motivasi, dan kemalasan narapidana untuk 
mengikuti program pembinaan pelatihan kerja dan keterampilan 
yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan 
Yogyakarta sehingga narapidana tersebut ditempatkan di unit 
kerja non-produksi. 
b. Kendala dalam hal pemberian upah atau premi kepada narapidana 
yang bekerja di unit kerja Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan 
Yogyakarta: 
a) Faktor yang paling fundamental adalah dana atau anggaran. Hal 
ini diakui oleh Ibu Kasih Yuliani selaku staf Pelatihan Kerja, 
dimana dana atau anggaran yang diberikan oleh Pemerintah 
kepada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dinilai 






sehingga dengan terpaksa menggunakan dana atau anggaran kas 
Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Akibatnya 
akan sulit untuk dapat memberikan upah atau premi kepada 
narapidana yang bekerja di unit-unit kerja Lembaga 
Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. 
b) Mengenai pemasaran, kurangnya akses ke luar menyebabkan 
relatif sulitnya untuk hasil yang telah diproduksi oleh para 
narapidana dipasarkan kepada masyarakat sehingga mengenai 
pemasaran untuk saat ini hanya mengandalkan orang-orang dekat 
para petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta 
untuk dapat membeli hasil yang telah diproduksi oleh para 
narapidana. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa 
pemberian upah atau premi kepada narapidana yang bekerja di 
setiap unit kerja Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan 
Yogyakarta tidak merata. 
c) Mengenai promosi, hal ini harus digalakkan pihak Lembaga 
Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta kepada masyarakat agar 
bisa memperkenalkan apa saja karya yang dihasilkan dari jenis 
usaha mereka sehingga mengenai promosi ini tidak hanya 
menunggu waktu pameran-pameran atau tiap ada moment-









Adapun saran dari penulis terkait penelitian yang telah penulis lakukan di 
Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta adalah sebagai berikut: 
1. Diharapkan pemerintah seyogyanya mengkaji ulang jumlah dana yang 
diberikan untuk dana operasional guna menunjang kegiatan narapidana 
dalam bidang unit kerja atau bimbingan kerja (bimker) yang telah 
terbentuk di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, apakah 
sudah sesuai dengan kebutuhan narapidana atau belum. 
2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta hendaknya 
mengusahakan untuk menyelenggarakannya pelatihan bagi narapidana 
maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta perihal 
proses atau pelaksanaan program pembinaan narapidana dengan pelatihan 
kerja dan keterampilan untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan 
yang dilakukan selama di Lembaga Pemasyarakatan sehingga setiap 
narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan 
Yogyakarta menyadari akan peran dan tugasnya masing-masing. 
3. Keluarga narapidana, instansi-instansi terkait serta masyarakat hendaknya 
dapat berperan aktif dalam membantu proses atau pelaksanaan program 
pembinaan narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan untuk 
mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama di 
Lembaga Pemasyarakatan sehingga kelak apabila narapidana kembali di 
masyarakat bebas, ia mempunyai kesenangan untuk bekerja dengan 
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